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TENTANG

PEITUNJUKAN BENDAI{ARA PEITGELUARAN PADA SATUN{ KERJA
DINAS PTNDAPATAT{ DAERAEI

KABI'PATEN I{ALMAHERA BARAT
TAIIIIN ANGGARAN m,16

BUPATI IIALMAIITRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangt<a tertib administrasi pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menterli Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Ped,oman Pengelolian Keuangan Daerah' rraka untuk
Lturr.rorn p.Gk**t.uo program dan kegiatan dip'andang

p"rfu rnenrinjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas

Fendapatan Daerah Kabupaten Ha}nahera Barat Tahun

Anggaran 2OL6;

b.bahwaSaudaraAIIMADM.}II,Ryar.Igdir.rsg|kanoleh
KepalaDinasPendapatarrDaera}rKabupatenHa]rna}rera
Balat, selaku pejahai pengguna anggaran-dianryap cakap

autt *.*"t rrhi *yrtat serta marnpu melaksanakan tugas

kebendaha.raanaahrnrangkapelaksanaanAnggaranpada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten HalmahetaBarat;

c.batrwaberdasarkanpertirnbangansebagairnanadirnaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran plqt Satuan

Kerja il*** "Pendapatan Daeratr Kabupaten Halmahera

Barat Tahun Anggaran 2OL6'

Mengingat : 1. Undang-undang Nornor 69^Tahun 1958 tentang Penetapan

undan[-u"rdang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang

Pembentukan Saeratr-daerah Swatantra Tingkat il Datram

wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maluku menjadi

Undang-undang;

2. Undang-undang Nouror 43 Tahun 1999 ter,rtang Perubahart

atas uidang-rriarrrg g Tahun !974 tentang Pokok-pokok
KePegawaian;

3.Undang_undangNomor6Tahun2o0otentangPenrba}ran
atas rlndang_undang Nomor 46 Taleun 1999 tentang
pembentutcai provinsi nnaluku utara, Kabupaten Buru dan

Kabtlpaten Malukrr Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
pembeitukan -Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten

HalmaheraSelatan,KabupatenKepulauan-Sula'
tcauupatenHalmaheraTimurdanKotaTidoreKepulauan
di Provinsi Maluku Utara;
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
Negara;

I Tahun

tentang Keuangan

2OO4 tentang

33 Tahun 2AA4 tentang
antara Pemerintah Pusat dan

6. Undang-undang Nomor
Perbendah ar aafl Negara;

7. Undang-undang Nomor
Perimbangan Keuangan
Daerah;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Und.ang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pembentrrkan organisasi Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13.peraturan Daerah Kabupaten Halmahera. Barat Nomor .t....
Tahun 2Ot6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2016.

Surat Usulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 97O I 38 IDISPENDA-HB l2Ol5
tanggal, 14 Desember 2A15, Perihal: Usulan Bendahara

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Saudara, AHMAD M- NUR, NIP. 1977071,5
2OO3L2 L OOT , sebagai Bendahara Pengeluaran Pada
Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Halr,nahera Barat Tahun Anggaran 2A16 dengan atasan
langsungnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat

Bend.ahara sebagaimana dimaksud Dikhrm Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana d.imaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai

berikut:

-l

KETIGA
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SPBCIMEN
BENDAHARA PENGELUARAN

TANDA TANGAN

KEEMPAT : Keputusan ini rmrlai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah {
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum ?
Kepala Dinas Pend.aPatan
Daerah bt
Kabag. Hukum & Orgs /

Tembusan: DisamPaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku utara di Ternate,

4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6.Yangbersangkutanuntukdandilaksanakansebagaimanamestinya

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : f )anv aw' 2016

NAMTO H. ROBA

BIIPATI IIALMAHIRA 8ARAT,

/h/


